
Menimbang 

Mengingat 

BUPATI PASURUAN 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PE TURAN BUPATI PASURUAN 
NOMOR 166 TAHUN 2023 

TENTANG 

RENCAN KERJA KECAMATAN PURWOSARI 
KABU ATEN PASURUAN TAHUN 2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PASURUAN, 

a. bahwa ntuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat
(1) Per turan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentan Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pemb gunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peratu an Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menen ah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pemb gunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

gunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja 
Pemeri tah Daerah, maka Perangkat Daerah wajib 
menyu un Rencana Kerja Kecamatan Purwosari sebagai 
pedom n Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat 

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
uruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
Rencana Kerja Kecamatan Purwosari Kabupaten 

Tahun 2024; 
1. Pasal 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indone ia Tahun 1945;
2. Undan -Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentarig

Pemeri tahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur
sebag mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 omor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indone ia Nomor 2730);

3. Undan -Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyel nggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korup ·, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indone�ia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
NegaralRepublik Indonesia Nomor 3851);
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4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem • 
Perenc aan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Repub • Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan 
Lembar n Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undan Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pemban nan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik 
Indones a Tahun 2005--2025 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran 
Negara 

I 
epublik .Indonesia Nomor 4700) ; 

6 . Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pemben ukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara omor 82 Tahun 2011 , Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­
undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143 
Tahun 022, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801); 

7 . Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemeri an Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 
2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), 
sebag • ana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua tas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

an Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara 
Republi Indonesia Nomor 5657); 

8. Undangf Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran 
Negara f epublik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 
Lembarl Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

9 . Peraturf1 Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahaprur, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaks , aan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 , 
Tamb Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4817); 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perang at Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 
114, T bahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana 
telah di bah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 ( mbaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lem bar · Negara Nomor 6402); 
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11. Peratur . Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembin • an dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembar · n Negara Nomor 6041); 

12. Peratur~ Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelo aan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indones·a Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negar~epublik Indonesia Nomor 4578); 

13.Peratur · Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelak aan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pemben ukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990) 
sebagai , ana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 
76 Tah n 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 
Nomor 87 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Pemben ukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara epublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186); 

Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan 
Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 omor 157) sebagaimana telah diubah dengan 
Peratur Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 
tentang Perubahan atas (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun .011 Nomor927); 

15. Peratur Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republi Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah di bah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 T un 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 N ,mor 157); 

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pemb gunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturr Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pemba lgunan Jangka • Panjang Daerah, Rencana 
Pemb gunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja 
Pemeri tah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 N mor 1312); 

Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur 

aan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Berita 
epublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 
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Menetapkan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita egara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

19. Keputu Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 
2021 t ntang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi 
Pemu iran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perenc aan Pembangunan dan Keuangan Daerah 
sebagai , ana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam 
Negeri omor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023; 

20. Peratur~ Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 
tentang l Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa 
Timur ahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur 
Tahun 023 Nomor 41 Seri E); 

21. Peratur • Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 
2008 ntang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025 (Lembaran 

• Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 02, 
Tamb Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 
204); 

Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 
Tahun 016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) 
sebagai ana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peratur · Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 
2021 ( mbaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 
Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Nomor 336); 

23. Peratu~ Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang 
Rencan . Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 
2024-2 26 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12); 

24. Peratur,m Bupati Pasuruan Nomor 112 Tahun 2023 tentang 
Rencan • Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan 
Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 
2022 N mor 112). 

PERATU 

MEMUTUSKAN : 

BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN 
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini ang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupat n Pasuruan. 

2 . Pemerintah Daerah adal Pemerintah Kabupaten Pasuruan. 

3. Bupati adalah Bupati P uruan. 
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4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah 
dokumen perencanaan ~aerah untuk periode 1 ( satu) tahun. 

5. Rencana Strategis Per::if l gkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra 
Perangkat Daerah adal dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 
periode 5 (lima) tahun. 

6. Rencana Kerja Kecam,tan Purwosari yang selanjutnya disingkat Renja 
Kecamatan Purwosari *alah dokumen perencanaan Kecamatan Purwosari 
untuk periode 1 (satu) un. 

7. Rencana Kerja dan ggaran Kecamatan Purwosari yang selanjutnya 
disingkat RKA KecamaF Purwosari adalah dokumen perencanaan dan 
penganggaran yang beri i rencana pendapatan, rencana belanja program dan 
kegiatan Kecamatan rwosari serta rencana pembiayaan sebagai dasar 
penyusunan APBD. 

Renja Kecamatan Purwo 
Renstra Kecamatan 
tahun lalu. 

Pasal 2 

Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan 
aten Pasuruan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 

Pasal 3 

Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 berpedoman pada 
• dan hasil evaluasi Renja Kecamatan Purwosari 

Pasal 4 

( 1) Renja Kecamatan Pu osari Tahun 2024 disusun dengan sistematika 

penyusunan sebagai bjkut : 
BAB I : PENDAHULU , 
BAB II : HASIL EVALU SI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU, 
BAB III : TUJUAN DAN ASARAN PERANGKAT DAERAH, 
BAB IV : RENCANA KE JA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH, 
BAB V : PENUTUP. 

(2) Renja Kecamatan Purw sari Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peratu an Bupati ini. 

Renja Kecamatan Purwo 
menjadi pedoman bagi Kee 
Purwosari. 

Pasal 5 

, Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
atan Purwosari dalam menyusun RKA Kecamatan 
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Peraturan Bupati ini mulai 
Agar setiap orang menge 
Bupati ini dengan penempa 

TELAH DITELITI 
Pejabat 

Sekretaris Daerah 
Asisten PKR 
Kepala 
Bappelitbangda 
Camat Purwosari 
Kabag Hukum 
Sekretaris Camat 
Purwosari 
Kabid 
Bappelitbangda 

Pasal 6 

rlaku pada tanggal diundangkan. 
uinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
nya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan. 

Ditetapkan di Pasuruan 
pada tanggal 2 Agustus 2023 
BUPATI PASURUAN,

 ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan 

pada tanggal 2 Agustus 2023  

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PASURUAN, 

               ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGK0 
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 166
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PEMERl TAH KABUPATEN PASURUAN 

KE1 1 AMATAN PURWOSARI 
Jalan Kawedanan No. 01 Telp. (0343) 6 11050 

PURWOSARI 67162 

• • NCANA KERJA (RENJAl 
·CAMATAN PURWOSARI 

TAHUN 2024 



KATA PENGAN'TAR 

Syukur Alh+dulillah kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahm.ad
serta Hidayah-Nya � masih diberikan kesehatan dan kemampuan untuk
menyusun Rencana K rja PD Kecamatan Purwosari Tahun 2024.

Rencana Ke ·a PD Kecamatan Purwosari Tahun 2024 disusun
engetahui kondisi umum Wilayah, Potensi serta berbagai

permasalahan kedep yang perlu untuk mendapatkan penanganan sesuai
dengan kebijakan yan telah ditetapkan oleh Bupati Pasuruan.

Disamping ncana Kerja PD Kecamatan Purwosari Tahun 2024 ini
adalah sebagai untuk melangkah dalam pelaksanaan tugas
penyelenggaraan Pem rintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan
sehingga dalam pelak aan nanti tidak jauh menyimpang dari perencanaan
dan setidak-tidakny merupakan tolak ukur sebagai bahan evaluasi

Demikian • anya semoga Rencana Kerja PD Kecamatan Purwosari
Tahun 2024 dapat me bawa manfaat serta sebagai dasar dalam pelaksanaan
tugas kedepan ditah 2024 mendatang.

Purwosari, Mei 
 
2023

CAMAT PURWOSARI
            ttd.

SUGENG HARIYADI SE, MM

Pembina
NIP. 19671214 198901 1 002
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LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN 
NOMOR 
TANGGAL : 

TAHUN 2024 
2024 

--------------------------------------------

RENCANA KERJA 

KECAMATAN PURWOSARI 

UPATEN PASURUAN TAHUN 2024 

BAB I 
PENDAHULUAN 

penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Disusun 

aan pembangunan yang berasal dari perencanaan 

pembangunan D sa/Kelurahan yan ada di wilayah Kecamatan Pmwosari. 

esatuan dalam system perencanaan pembangunan 

osari mempunyai kewenangan dalam hal menentukan 

kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan 

akat mulai dari perencanaan, penganggaran dan 

pelaksanaan, p ngawasan serta evaluasi. Oleh karena itu dalam 

pada Undang 

pelaksanaan pembangunan yang terencana dan sinergis 

aan pemerintahan yang lebih tinggi dengan tidak 

·1ai kekhasan setiap daerah yang dalam hal ini tertuang 

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan ~mbangunan Nasional ( SPPN ) mengamanatkan 

Penyusunan Re cana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang juga 

dijabarkan dal Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara 

Perencanaan, P ngendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan angka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan 

Jangka Merren ah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan J gka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daer Dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah. 

ah dokumen perencanaan OPD untuk: periode 1 (satu) 

tahun yang me uat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik 

yang dilaksan an langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang 

dilaksanakan ol h masyarakat. Rencana Kerja OPD Kecamatan Purwosari 

Tahun 2023 ad ah dokumen perencanaan yang memuat program dan 



kegiatan yang ·perlukan untuk mencapai indikator sasaran dalam 

untuk periode 1 (satu) tahun. 

Kecamatan Purwosari tahun 2024 merupakan 

, sasaran, program dan arah kebijakan kepala daerah, 

serta kerangka endanaan yang bersifat indikatif dalam penyelenggaraan 

pemerintahan bermuara pada pertanggungjawaban atas 

peningkatan esejahteraan masyarakat Kabupaten Pasuruan. 

Sebagaimana i" ta pahami bersama bahwa tugas - tugas dalam 

penyelenggara pemerintahan ke depan dituntut untuk lebih baik dari 

tahun- tahun s belurnnya dari segi kualitas maupun kuantitas. Dengan 

demikian ke de an kita harus bisa dan mampu untuk melaksanakan 

tugas-tugas ters but dengan baik, tepat sasaran, tepat anggaran dan tepat 

waktu untuk m ncapai penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Oleh 

sebab itu d am penyelenggaraan pemerintahan perlu adanya 

penyusunan per ncanaan untuk periode satu tahun ke depan agar dalam 

pelaksanaan n , tinya bisa memberikan hasil dan tidak menyimpang dari 

perencanaan y g telah ditetapkan. 

Kecamatan Purwosari disusun berdasarkan pedoman 

sebagaimana di tur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan RII cana Pembangunan Daerah { Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tah 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomo 4817) . Dalam Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan 

bahwa perenc aan pembangunan daerah adalah suatu proses 

penyusunan t apan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur 

pemangku ke di dalamnya, guna pemanfaatan dan 

kesejahteraan 

jangka waktu te entu. 

ada dalam rangka meningkatkan 

suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam 

Pasal t rsebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan 

n secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian 

menjadi dasar agi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan 

dengan skala g lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di 

tingkat pusat aupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain 

rencana pemb gunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka 

menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, demi 

menjaga keser sian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari 

tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan 



melakukan pen I sunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana 

an Daerah (RKPD). RKPD di tingkat pemerintah daerah 

akan dijabarkan lagi menjadi Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana 

Kerja (RENJA) di • gkat masing-masing Organisasi dengan tetap mengacu 

pada dokumen Pierencanaan wilayah diatasnya. 

Adapun keterkaitan Rencana Kerja Kecamatan Pmwosari 

Ka bu paten 

dilihat pada g 

RPJP 
Nasional 

ruan dengan dokumen perencanaan yang lain dapat 

ar 1.1 dibawah ini : 

Gambar 1.1 
kaitan Antar Dokumen Perencanaan 

RPJM Nasional RKP Nasional I 
I 

I I 
I I 

G~;j:::omatl i;ratikanl ~ Ip::: RAPBU APBD 

pedom fl bahan macu il bahan 

Menurut eraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 tahun 2017 

daerah, 

tentang 

rencana 

cara 

perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan 

cara evaluasi rancangan peraturan daerah 

pembangunan jangka panjang daerah dan 

jangka menengah daerah, serta tata 

rencana pembangunan jangka panjang daerah, 

rencana jangka menengah daerah, dan rencana 

daerah bahwa Rencana Kerja (Renja) Kecamatan 

aten Pasuruan adalah dokumen perencanaan Kecamatan 

Purwosari unt periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program 

dan kegiatan embangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh 

maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi 

masyarakat. uraian diatas dapat dijabarkan beberapa hal sebagai 

berikut : 



1. Renja Kee Purwosari merupakan dokumen yang secara 

2. 

program Organisasi Perangkat Daerah yang 

ditetapkan d am Rencana Strategi.s (Renstra) Kecamatan Purwosari 

(RKPD); 

operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

akan acuan Kecamatan Purwosari untuk memasukan 

tan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program 

akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran 

3. Renja atan Purwosari merupakan salah satu instrumen 

untuk evalFsi pelaksanaan program / kegiatan / sub kegiatan 

Instansi un mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang 

tercatum dal Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja 

Kecamatan Furwosari pada Tahun 2024 ini merupakan tahun awal 

pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam 

Strategis Kecamatan Purwosari. 

Penyusun rancangan Renja Kecamatan Purwosari merupakan 

tahapan kedua etelah rancangan awal, yang harus dilakukan sebelum 

menjadi rancangan akhir dokumen Renja Kecamatan 

Purwosari yang efinitif. Dalam prosesnya, penyusunan Renja Kecamatan 

• acu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam 

rancangan aw RKPD. Oleh karena itu penyusunan Renja Kecamatan 

Kecamatan 

dikerjakan secara simultan / paralel dengan penyusunan 

okus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap 

g Kecamatan Purwosari, evaluasi pelaksanaan Renja 

osari pada tahun - tahun sebelumnya dan evaluasi 

kinerja terhad p pencapaian Renstra Kecamatan Purwosari yang 

ditujukan un mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Kecamatan 

melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatannya, 

mengidentifikas realisasi pencapaian target kinerja program kegiatan clan 

sub kegiatanny Renstra Kecamatan Purwosari, serta hambatan dan 

permasalahan Selanjutnya dilakukan penyusunan 

Kecamatan Purwosari sesuai dengan prioritas dan 

gunan tahun 2024 dengan mempertimbangkan arah dan 

dalam RPJPD Kabupaten Pasuruan 2005-2025 serta 

D Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 - 2026. 



Adapun p nyusunan Renja Kecamatan Pwwosari yang dilakukan 

melalui dua t , ~pan yang merupakan suatu rangkaian proses yang 

berurutan, menl p : 

1. Tahap Peru usan Rancangan Awal Renja Kecamatan Purwosari; 

2. 

3 . 

Rancangan Renja Kecamatan Purwosari; 

nan Rancangan Akhir Renja Dan Penetapan. 

1.2. Landasan Huku 

Kerja OPD Kecamatan Pwwosari Kabupaten Pasuruan 

Tahun 2024 dis 

1. g Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah 

Kabupaten • Jawa Timur ( Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32 ) 

telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 

1965 ( Lemb ran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 

Tambahan mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730 ); 

2 . Undang-Und g Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan 

Negara; 

3 . Undang-Und 

Pembangun 

2004 Nomor 

Nomor 4421 

4. Undang-Un 

Keuangan 

Lembaran 

Tambahan 

5. Undang-Un 

Pembangun 

Lembaran 

Tambahan 

6 . Undang -

Peraturan 

Indonesia 

g Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ; 

Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana 

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 ( 

egara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 

mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700 ); 

dang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan 

erundang - Undangan Lembaran Negara Republik 

un 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik In onesia Nomor 5233 ); 

7 . Undang - Jndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah ( Le baran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tamb an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaiman telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang -

undang No or 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang 



- Undang N mor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( 

Lembaran egara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan . mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ); 

8. Instruksi Pr siden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan 

Gender Dalj Pembangunan Nasional; 

9 . Peraturan P erintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

erintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara 

onesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

lik Indonesia Nomor 4 737 ); 

erintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi 

an Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik 

un 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

nesia Nomor 4815 ); 

11. Peraturan P merintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 

nan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman 

an Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

Lembaran egara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 

mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041 ); 

13. Peraturan esiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pencana 

Pembangun Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 ( 

Lembaran N gara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3 ); 

14. Peraturan enteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

entang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 

15. Peraturan enteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang 

Di Daerah; 

tas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 

Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender 

nteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara 

Perencana , Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 

si Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan 

engah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 



Pembangun Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Men gah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

nteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2019 Tentang Sistem 

Informasi Pe bangunan Daerah; 

18. Peraturan enteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang 

Klasifikasi, ode:fikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 

Dan Keuang Daerah; 

19. Peraturan 

Pedoman Pe 

20. Keputusan 

Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 

Tentang Ha il Veri:fikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, 

Kode:fikasi 

21. Keputusan 

Kodefikasi 

Perencanaan Pembangunan Dan 

Dalam Negeri Nomor 050 - 5889 Tahun 2021 

Veri:fikasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasi:fikasi, 

Perencanaan Pembangunan Dan 

erah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang 

Rencana Pe bangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi 

Jawa Timur 005 - 2025; 

23. Peraturan Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang 

Rencana Pe bangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi 

Jawa Timur ahun 2009 - 2017; 

24. Peraturan aerah Nomor 02 Tahun 2008, tentang Rencana 

Pembangun Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan 

Tahun 2005 2025; 

25. Peraturan Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 

erah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 ten tang 

Pembentuk dan Susunan Perangkat Daerah; 

27. Peraturan Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 tentang 

Pokok dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten 

Pasuruan; 

erah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2017 tentang 

Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten asuruan 2018- 2020; 



29. Peraturan D erah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 Tentang 

Rencana Pe bangunan J angka Menengah Daerah; 

erah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang 

bangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) 

Kabupaten P suruan Tahun 2018 - 2023; 

31. Peraturan 

Perubahan 

RPJMD) Ka 

32. Peraturan 

Pengarusut 

aerah Kabupaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang 

encana Penbangunan Jangka Menengah Daerah ( P­

paten Pasuruan Tahun 2018 - 2023 ); 

aerah Kabupaten Nomor 1 Tahun 2022 Tentang 

aan Gender Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa; 

pati Pasuruan Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Renstra 

rwosari Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023; 

pati Pasuruan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan 

Renstra Ke atan Purwosari Tahun 2018 -2023; 

pati Pasuruan Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pedoman 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan; 

Pasuruan; 

37. Surat Ed 

Pembangun 

pati Nomor 12 Tahun 2023 Tentang RPD Kabupaten 

Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan 

Nasional/Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, 

Negeri Dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan 

nan Anak Nomor : 270/M.PPPN/11/2012, Nomor : SE-

33/MK.02/2 12, Nomor : 050/4379A/SJ, Nomor : SE-46/MPP­

tentang Strategi Nasional ( Stranas ) Percepatan 

Pengarusut.aµ.l.£10..u Gender (PUG) melalui Perencanaan Dan 

Yang Responsif Gender (PPRG); 

1.3. Maksud dan TuJuan 
I 

Rencana erja (Renja) Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan 

Tahun 2024 dis sun dengan maksud sebagai berikut : 

1. Untuk men ·mplementasikan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJPD 

Pemerintah abupaten Pasuruan dan Rencana Strategis Kecamatan 

Purwosari Tahun 2024-2026 sesuai dengan 

2. Menjadi lan asan penentuan program dan kegiatan tahunan secara 

kronologis d berkelanjutan ; 

3 . dokumen perencanaan yang memuat program dan 

kegiatan Ke atan Purwosari Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 ; 



1.4. 

4. Melakukan s
1

inkronisasi terhadap program - program dalam RKPD 

dengan mengµtamakan pengaruh isu - isu strategis pada Tahun 2024. 

Sedang tu1uan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Purwosari 

Kabupaten Pas1 an Tahun 2024 adalah sebagai acuan dalam 

melaksanakan tas pokok dan fungsi Kecamatan Purwosari Kabupaten 

~asuruan pada ahun 2024 dengan tetap memperhatikan sebagai berikut 

1. Renja OPD ·susun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi 

antara canaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan 

pembangun daerah yang diwujudkan dalam program dan kegiatan 

selama 1 (sa ) tahun oleh OPD; 

2 . an perencanaan strategis dan perencanaan operasional 

secara terin 

3. Membantu p capaian hasil pelaksanaan program; 

4. Memud~ proses pengukuran dan penilaian kinerja; 

5. Membantu p mantauan dan evaluasi kinerja; 

6. Membantu dhlam menetapkan target kinerja; 

7 . Sebagai 

dilaksan 

Renja OPD 

berikut : 

BABI 

an evaluasi program dan kegiatan yang akan 

pada tahun - tahun yang akan datang. 

Kecamatan Purwosari disusun dengan sistematika sebagai 

j nclahuluan 

.1 . Latar BeiaJrang 

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja 

Kecamatan Purwosari, proses penyusunan Renja 

Kecamatan Purwosari, keterkaitan antara Renja 

Kecamatan Purwosari dengan dokumen RKPD 

Ka bu paten Pasuruan, Renstra Kecamatan 

Purwosari, serta tindak lanjutnya dengan proses 

penyusunan RAPBD . 

. 2 Landasan Hukum 

Memuat penjelasan tentang undang - undang, 

peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan 

ketentuan peraturan lainnya, kewenangan 

Kecamatan Purwosari, serta pedoman yang 



BAB II 

dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan 

dan penganggaran OPD. 

1 3 Maksud dan Tujuan 

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari 

penyusunan Renja Kecamatan Purwosari. 

1 4 Sistematika Penulisan 

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja 

Kecamatan Purwosari, serta susunan garis besar isi 

dokumen. 

asil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Latu 

2 1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 

Tahun Latu dan Capajan Renstra Perangkat 

Daerah 

Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Purwosari 

Tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Puspo, 

Membahas tentang pemberian nilai atau 

pertimbangan terhadap kegiatan yang telah 

dilaksanakan tahun lalu dan capaian Renstra 

Kecamatan Purwosari. 

2 2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

Menguraikan sejumlah kegiatan/Kinerja Kecamatan 

Purwosari untuk digolongkan atau dikelompokkan 

menurut kriteria tertentu. 

2 3 lsu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan 

Fungsi Perangkat Daerah 

Menentukan tahapan-tahapan dan skala prioritas 

yang ditetapkan dan mencerminkan urgensi 

permasalahan yang hendak diselesaikan serta 

dicantumkan dalam isu-isu penting 

penyelenggaraan Togas dan Fungsi Kecamatan. 

2 4 Review Terhadap Rancangan Awai RKPD 

Melakukan tinjauan ulang (Review) terhadap 

rencana awal kegiatan - kegiatan dengan hasil yang 

ingin dicapai. 

2 5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan 

Masyarakat 



BABm 

BAB IV 

BAB IV 

Menjelaskan tentang proses usulan program 

kegiatan yang berasal dari aspirasi masyarakat dan 

diharapkan usulan - usulan tersebut dapat 

terakomodir semaksimal mungkin dalam rangka 

mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten 

Pasuruan secara keseluruhan. 

~uan Dan Sasaran Pf'nangkat Daerah 

3 1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 

Merupakan acuan terhadap kebijakan-kebijakan 

umum dalam penyusunan Rencana Kerja 

Kecamatan Purwosari. 

3 2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 

Harapan yang ingin dicapai atau dihasilkan secara 

nyata oleh Kecamatan Pwwosari dalam kurun 

waktu tertentu dengan rumusan yang lebih spesifik, 

terstruktur, dan dapat diaplikasikan melalui 

Rencana Kerja. 

3 3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 

Meliputi segala bentuk kegiatan yang akan 

dilaksanakan dalam lingkungan OPD Kecamatan 

Puxwosari serta penganggaran atau biaya yang 

dibutuhkan dalam merealisasikan kegiatan. 

encana Kerja dan Pe11danaan Perangkat Daerah 



2.1. 

BABil 

Dan 

Capaian Rens a Kecamatan Purwosari. 

Rencana erja OPD Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan 

adalah penjabarF perencanaan tahunan dan Rencana Strategis OPD 

Kecamatan Pu1 osari. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan - kegiatan 

atau program y g telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan 

Akuntabilitas • erja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk 

ajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan 

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan­

tujuan dan sa aran yang telah ditetapkan, melalui suatu media 

pertanggungjaw ban yang dilaksanakan secara periodik. 

Terkait d ngan hal tersebut Rencana Kerja OPD Kecamatan 

Pmwosari Kabu aten Pasuruan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja 

gukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih 

oleh OPD Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan 

melalui tabel 2.1 berikut: 



Evaluasi Anggaran Dan Realisasi Belanja Tahun 2022 
I Angga ran 1 t>elanja/ pengeluaran Kecamatan Purwosari tahun 2022 

d 

t 

itargetkan sebe ~ar Rp . 4.724.317.85 1,00,- dari jumlah tersebut dapat 

erealisa si sebes ar Rp. 4 .487.794.54 7 ,- atau terdapat sisa anggaran 

ebesar Rp. 2~ 6. 523.304,00 dari pagu anggaran. Anggaran OPD s 

K 

t 

ecamatan Purv; osari terbagi menja di 9 kegia tan. Dari jumlah tersebut 

erealisasi sebes rr Rp . Rp. 4.487.794.547,- atau 95,00 % dari pagu 

an 

d 

ggaran. Keselu ruhan Realisa si per kegiatan Kecamatan Purwosari dapat 

iu raikan s ebagi: i berikut : 

TAIIUN 2022 
KODE URAIAN 

AlfGGARAII REALISASI % 

7 UNS• JR KEWILAYAHAN 

7.01 JCll'.I" ·-•TAN 4.724.317.851 4.487. 794.547 95,00 

PROI iRAM PENUNJANG 

URUI ~ PEMERIBTAHAff 
7.01.01 3.679.621.222 3.448.014.362 93,71 

DAE) ~ KABUPATEN/ 

KOTA 

I 

7 .01.01.2 Adm~trasi Keuangan 
3 .410.144.408 3 .182. 735.276 93,33 

.02 Pera11gkat Daerah 

7.01.0 1.2. Peny, ictiaan Gaji dan 
3.133.913.9 12 2.907.124.780 92,76 

02.01 Tunji UJ.ganASN 

7.01.01.2. Peny, ctiaan Administrasi 
276.230.496 275.610.496 99,78 

02.02 Pel~ sanaan Tugas ASN 

7 .01.01.2 Adm nistrasi Umum 
71.335.850 71.273.050 99,91 

.06 Pera lgkat Daerah 

7 .01.01.2. Peny ctiaan Peralatan dan 
15.453.300 15.442.500 99 ,93 

06.02 Perle 1gkapan Kantor 

7.0 1.0 1.2. Peny diaan Peralatan Rumah 
5.816.750 5.816.750 100 

06.03 Tang~a 

7.01.01.2. Penyc diaan Barang Cetakan 
7 .501.800 7.501.800 100 

06.05 dan I enggandaan 

7.01.01.2 . 
Penyc denggaraan Rapat 

Koon ,µnasi dan Konsultasi 42.564.000 42.512.000 99,88 
06.09 

SKPI 

7 .01.01.2 
Peng jldaan Barang Milik 

Daer llh Penunjang Urusan 32.618.259 32.589.600 99,91 
.07 

Pemi rintah Daerah 

7 .01.01.2. Peng ;1.daan Peralatan dan 
32.618.259 32.589.600 99,91 

07.06 Mesi.J Lainnya 



7 .01.01.2 

.08 

7.01.01.2. 

08.01 

7.01.01.2. 

08.02 

7.01.01.2 

.09 

~ediaan Jasa Penunjang 

u1san Pemerintahan 

Da1rah 

Petiyediaan Jasa Surat­

Me 1yurat 

Penyediaan Jasa Komunikasi , 

SUinber Daya Air dan Listrik 

Pel eliharaan Barang Milik 
Da rah Penunjang Urusan 

Pe erintahan Daerah 

Penyediaan Jasa 

Pen eliharaan, Biaya 

7.01.01.2. Pen eliharaan dan Pajak 

09.01 Kendaraan Perorangan Dinas 

atau Kendaraan Dinas 

Jab~tan 

7.01.01.2. Pen eliharaan Peralatan dan 

09.06 

7 .01.02 

7 .01.02.2 

.01 

7 .01.02.2. 

01.01 

7.01.02.2. 

02.03 

7.01.03 

7 .01 .03.2 

.01 

7.01.03.2 . 

01.03 

Me~ in Lainnya 

PR(IGRAM 

P==GGARAAN p '.ABANDAN 

P l YANAN PUBLIK 

Koi dinasi Penyelenggaraan 

Kej atan Pemerintahan di 

Tingkat Kecamatan 

Koo dinasi / Sinergi 

Pen ncanaan dan 

Pela ksanaan Kegiatan 

Pen: erintahan dengan 

Pernngkat Daerah dan 

lns1f1si Vertikal Terkait 

P~t ,gkatan Efektifitas 

Ke~tan Pemerintahan Di 

Tin~t Kecamatan 

PRC GRAM PEIIBERDAYAAN 

~ YARAKAT DESA DAN 
A ••.a SJ' 

Koo dinasi Kegiatan 

Pej berdayaan Deaa 

Peni.-igkatan Efektifitas 

Kegiatan Pemberdayaan 

34.619.805 30.540.173 88,22 

6 .500.000 5.370.000 82,62 

28.119.805 25.170.173 89,51 

130.902.900 130.876.263 99,98 

125.294.400 125.268.263 99,98 

5.698.500 5.608.000 99,99 

12.220.000 12.105.000 99,06 

12.220.000 12.105.000 99,06 

8.620.000 8 .505.000 98,67 

3 .600.000 3.600.000 100 

955.176.6:19 950.375.185 99,50 

50.020.800 49.970.800 99,90 

50.020.800 49.970.800 99,90 



::r:a:t di Wilayah 

7.01.03.2 KeJ ~atan Pemberdayaan 
905.155.829 900.404.385 99,48 

.02 Kel urahan 

7.01.03.2. Pell 1bangunan Sarana dan 
376.513.873 376.513.873 100 

02 .02 Pra sarana Kelurahan 

7.01.03.2. 
Pell ,berdayaan Kelurahan 425.670.176 424.824.752 99,80 

02 .03 

7.01.03.2 . 
Eva,uasi Kelurahan 102.971.780 99.065.760 96,21 

02.04 

7.01.04 

PRfGRA11 KOORDINASI 

KEr'ENTRAlfAN DAN 77.300.000 77.300.000 100 

KE rERTIBAN UJfUJI 

Koc rdinasi Upaya 

7.01.04.2 Pell yelenggaraan 
77.300.000 77.300.000 100 

.01 Ke1 entraman dan 

Ke1 ertiban Umum 

Sin rgitas dengan Kepolisian 

7.01.04.2 . 
Neg ara Republik Indonesia, 

Ten ara Nasional Indonesia 12.500.000 12.500.000 100 
01.01 

dan Instansi Vertikal di 

Wil:
1
yah Kecamatan 

Har monisasi Hubungan 
7.01.04.2. 

Der. gan Tokoh Agama Dan 64.800.000 64.800.000 99,96 
01.02 

Tok )h Masyarakat 

Secara u mum, pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Purwosari 

sampai dengan riwulan keempat tahun 2022, telah dilaksanakan sesuai 

dengan Rencan :1 Kerja {RENJA) dan Rencana Strategis (RENSTRA) yang 

telah ditetapkan. Di dalam perjalanan selama pelaksanaan pekerjaan, 

dijumpai pula beberapa hambatan-hambatan dalam pelaksanaan 

kegiatan. Ham ,>atan-hambatan umum yang dijumpai adalah sebagai 

berikut: 

a Keterbatasruil data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan 

pembangurn m; 

b Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam 

perencan~, pembangunan daerah; 

c. Belum op~alnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang 

menyebabk rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, 

monitoring an evaluasi pelaksanaan pembangunan; 



d. aminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai 

rogram, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan 

sasaran pro am menjadi output kegiatan yang menunjang efektifitas 

program /k giatan; 

e. Perlunya eningkatan komitmen dan pemahaman untuk 

f. Perlunya 

• indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam 

merencanakan program/kegiatan. 

komitmen dan pemahaman untuk 

• indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam 

merencanakan program/kegiatan. 

g. Perlunya eningkatan pemahaman pada perencanaan dan 

pelaksana pembangunan sarana prasarana dan 

pemberday masyarakat kelurahan, sehingga masih kesulitan 

simalkan pelaksanaan kegiatan tersebut. 

Dari iden ifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh 

Kecamatan Purw sari dalam pelaksanaan urnsan pelayanan masyarakat 

yang dapat dilih t dari pencapaian target indeks kepuasan masyarakat 

sebagai indikatol tujuan Kecamatan Pandaan yang masih belum 

menunjukkan pe,ngkatan yang signifikan karena masih terbatasnya sarana 

prasarana dan SD yang mendukung, maka peningkatan kinerja organisasi 

melalui kegiatan tahunan menjadi hal yang mutlak dilakukan secara 

Dalam rangka , ewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kecamatan 

Purwosari Kabup en Pasuruan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut : 

1. dorong berkembangnya tanggungjawab aparatur atas 

tugas-tugas ya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah 

kebijakan: 

kewajib 

sumber daya manusia melalui peningkatan 

kompensasi (reward dan punishmen), dan 

kemampuan teknis aparat perencanaan; 

kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan 

ya sehingga dapat menyelenggarakan urusan 

an dengan optimal; 



2 .2 

d. Membe • an dukungan sarana dan prasarana bagi aparat 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga 

ektifitas dan e:fisiensi. 

2 . Strategi plberdayaan seluruh potensi yang ada pada Kecamatan 

Pmwosari am rangka mewujudkan good governance dilaksanakan 

dengan ar kebijakan meningkatkan kualitas rencana pembangunan 

dibidang ek nomi, sosial budaya dan sarana prasarana wilayah. 

3. Strategi membangun koordinasi yang efektif dan semangat 

1. 

2. 

a. 

b . 

a. 

b. 

dalam kepentingan yang berbeda untuk memperoleh 

bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan­

prosedur dilaksanakan dengan arah kebijakan : 

akan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam 

program pembangunan sesuai dengan 

publik, dan melaksanakan penelitian inovatif dalam 

endorong terwujudnya visi dan misi Kabupaten Pasuruan 

atan Purwosari Kabupaten Pasuruan; 

akan pembangunan yang terintegrasi satu daerah dengan 

ya dan antar sektor pembangunan. 

a Pelayanan Pera.ngkat Daerah 

Purwosari Kabupaten Pasuruan dipimpin oleh seorang 

ggungjawab langsung kepada Kepala Daerah: 

an yaitu Camat 

tu pimpinan yaitu sekretaris/sekretariat yang terdiri: 

um dan Kepegawaian 

c. Subag Pe yusunan Program dan Keuangan 

3 . Unsur pelaks a, yaitu: 

a. Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan 
I 

b. Kepala Se si Ketentraman dan Ketertiban 

C. 

d. 

Tolak 

pokok dan 

si Pemberdayaan Masyarakat 

si Kesejahteraan Sosial 

kinerja dan indicator kinerja pelayanan sesuai tugas 

si, serta norma dan standart pelayanan Kecamatan 

sebagai berikut : 



CAMAT 

Togas pokok c at adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang 

dilimpahkan ale bupati sesuai karakteristik wilayah kebutuhan daerah 

dan menyelen arakan kegiatan pemerintahan lainnya berdasarkan 

ang-undangan. 

Fungsi Camat: 

a . Perumusan k bijakan Urusan Pemerintahan umum; 

b. Pengkoordin ian kegiatan pemberdayaan masyarakat; 

C. 

umum; 

d . 

Bupati; 

e . 

umum; 

f. 

g. 

h . 

kabupaten 

i. 

y 

ian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban 

penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan 

pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan 

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang 

perangkat daerah di tingkat kecamatan; 

embina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa 

ain dan/ atau kelurahan; 

pemerintahan yang menjadi kewenangan 

dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan 

ten yang ada di kecamatan; dan 

gsi- fungsi lain yang diberikan oleh Bupati 

Sekretaris Kee atan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam 

gas penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan 

• strasi kepada selurnh perangkat/ aparatur kecamatan. 

a . rangka penyusunan program dan 

pelaporan; 

b . embinaan organisasi dan tata laksana; 

C. an pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, dan 

keuangan; 

d. Pengelolaan u san rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan; 

e. Pengelolaan a et dan barang milik daerah; 

f. 

g. 

tugas masing-masing seksi dan 

atan; dan 

gas-tugas lain yang diberikan oleh Camat. 



a. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN 

b. 

sub bagian umum dan kepegawaian yaitu membantu 

arnatan dalam penyelenggaraan kegiatan tata usaha, 

kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pemeliharaan. 

Fungsi sub b gian umum dan kepegawaian: 

• 
• 
• 

• 

• 

• 

an administrasi keuangan dan gaji pegawai; 

an administrasi kepegawaian dan kesejahteraan; 

an urnsan mm.ah tangga, surat menyurat, kearsipan, 

asi, perlengkapan, urusan pemeliharaan, kebersihan, 

dan ke~ anan kantor; 
Penghim un data dan penyimpanan bahan dalarn rangka 

penyusu an anggaran; 

Pelaksanaan pengelolaan keuangan termasuk pengelolaan dan 

pembay 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan 

keuang 

• urusan surat-menyurat, pengetikan, penggandaan 

• Penguru an administrasi keprotokolan serta rapat dinas; 

• urusan mm.ah tangga, pemeliharaan dan keamanan 

• 

• 
• 

kantor; 

an kebutuhan sarana dan prasarana serta pengelolaan 

inventari dan pembuatan laporan inventaris; 

Pengelol Ian administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai; 

tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris 

kecamat 

ENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN 

Tugas pokok sub bagian penyusunan program dan keuangan yaitu 

membantu s kretaris kecamatan dalam penyelenggaraan kegiatan 

penyusunan, rencanaan, melakukan evaluasi, pengendalian kegiatan 

serta pembua laporan. 

Fungsi sub b gian penyusunan program dan pelaporan: 

• 

• Penyusu 

pemban 

dan penyiapan bahan dalam penyusunan 

dan program baik rutin maupun 



• aan pemantauan, pengkajian dan evaluasi pelaksanaan 

kegiatan 

• an dan pembuatan laporan; 

• tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris 

Seksi Pemerin Dan Pelayanan memiliki tugas pokok melakukan 

Pemerintahan Desa. Seksi Pemerintahan Dan 

Pelayanan dip· seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan 

b kepada Cam.at. 

Fungsi Seksi Pe 

a. Penyiapan pel sanaan koordinasi di lingkungan Kecamatan. 

b. Pelaksanaan p mbinaan Pemerintahan Desa. 

embinaan dan pengadministrasian kependudukan dan 

catatan sipil. 

d. Pelaksanaan ~embinaan politik Dalam Negeri. 

e . Melaksanaan fugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat 

SEKSI KETENL DAN KETERTIBAN TRANTIB 

Seksi Trantib emiliki tugas pokok melakukan urusan Bidang 

Ketentraman d Ketertiban serta pembinaan Polisi Pamong Praja di 

tingkat Kecam . Seksi Trantib dipimpin seorang Kepala Seksi yang 

berada di haw an bertanggung jawab kepada Camat. 

Fungsi Seksi Tr tib: 

a. Pelaksanaan embinaan di bidang ketertiban um.um dan ketentraman; 

b. Pelaksanaan embinaan Polisi Pamong Praja di tingkat Kecamatan; 

c . Pelaksanaan penyelenggaraan penertiban dalam rangka penegakan 

peraturan da rah serta ketentuan peraturan perundang-undangan; 

d. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan wilayah dalam rangka 

mencegah t · bulnya gangguan ketertiban; 

e . Melaksan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Cam.at. 

SEKSI PEMBE YAAN MASYARAKAT 

Seksi Pemberda aan Masyarakat memiliki tugas pokok melakukan 

perencanaan d pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik, 

perekonomian, p oduksi, dan distribusi. Seksi Pemberdayaan Masyarakat 



Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada 

di bawah dan be anggung jawab kepada Camat. 

Fungsi Seksi Pe berdayaan Masyarakat: 

a. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan pembangunan 

sarana dan p asarana; 

b. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan dalam rangka 

C. 

meningka pertumbuhan perekonomian, produksi, dan distribusi; 

pembinaan terhadap lembaga-lembaga perekonomian 

pendataan industri kecil dan kerajinan serta 

usaha goton royong; 

d . Pelaksanaan penyusunan program kegiatan penyuluhan/ pembinaan 

pengembang kepariwisataan dan pertambangan; 

e . Melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat. 

Seksi Kesejahter an Sosial memiliki tugas pokok melakukan perencanaan 

kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup. Seksi 

Kesejahteraan . osial dipimpin seorang Kepala Seksi yang dalam 

melaksanakan t gasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Camat. 

Fungsi Seksi Kes jahteraan Sosial: 

a. Pelaksanaan penyusunan program dan melakukan pembinaan 

kesejahtara sosial, bantuan sosial, dan pelayanan sosial; 

b. enyusunan program dan melakukan pembinaan dalam 

C. 

atan kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi 

pemberantasan penyakit menular; 

penyusunan program pembinaan pendidikan, 

d . penyusunan program dan pembinaan kelestarian 

lingkungan • dup, penghijauan dan upaya peningkatan peran serta 

e. Melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat. 

LURAH 

Merupakan per gkat Kecamatan yang di bentuk untuk membantu atau 

melaksanakan s bagian tugas Camat 



SEKRETARIS 

i sebagai berikut : 

bahan penyusunan rencana, pengendalian dan 

pengevaluasi 

b . menyiapkan b an pelaksanaan pengelolaan keuangan; 

c. menyiapkan b an pelaksanaan tata usaha umum, kepegawaian serta 

d. menyiapkan b an pelaksanaan kegiatan pelayanan umum; dan 

tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah. 

SEKSI PEMERIN :AHAN 

Mempunyai fung i sebagai berikut: 

a. menyiapkan b an pelaksanaan koordinasi dilingkungan kelurahan; 

b . menyiapkan bahan pelaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan; 

c. menyiapkan b an pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat; 

d. menyiapkan b an pembinaan dan pengadministrasian kependudukan 

e. menyiapkan an pembinaan dan pemeliharaan ketenteraman dan 

ketertiban um m; dan 

f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah. 

prasarana; 

b. menyiapkan ahan penyusunan program Pembinaan Kesejahteraan 

Keluarga tin t Kelurahan; 

c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan partisipasi masyarakat untuk 

ikut serta I am perencanaan pembangunan dan peningkatan 

lingkup Kelurahan dalam forum musyawarah 

perencanaan p mbangunan tingkat kelurahan; 

d. menyiapkan b an pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan 

unit kerja b • pemerintah maupun swasta yang mempunyai program 

kerja dan kegi tan pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat 

e . menyiapkan b an penyusunan evaluasi terhadap berbagai kegiatan 

pemberdayaan masyarakat diwilayah Kelurahan; 



f. menyiapkan ahan pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana 

elayanan umum; dan 

tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah. 

SEKSI SOSIAL 

Mempunyai fung i sebagai berikut: 

a. menyiapkan bJman penyusunan program dan pembinaan kesejahteraan 

sosial; 

b. menyiapkan an penyusunan program dan pembinaan dalam rangka 

meningka masyarakat, keluarga berencana, gizi 

masyarakat d pemberantasan penyakit menular; 

c. menyiapkan b anpenyusunan program pendidikan, kepemudaan dan 

olahraga; 

d. menyiapkan , ahan pelaksanakan kegiatan kelestarian lingkungan 

hidup, penghij uan dan peran serta masyarakat dalam kebersihan; 

e. menyiapkan 

hukum adat, 

hidup 

ahan pembinaan keberadaan kesatuan masyarakat 

• ai adat, lembaga adat, serta hak tradisionalnya yang 

tumbuh dalam masyarakat setempat; dan 

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah. 

KASI KETENITu\ !IIAN DAN 
KETEIITIBAN 

SEKRErARIAT 

s 

Pasuruan yang 

mengantisipasi perub 

sebagai berikut: 

CAMAT 

1----------1 SEKRETARJ.S C AMAT 

:KASI l'EMBERDAYAAN 
MA'NAR<\KAT 

' -.S I PEMBERDA'l'AAN 
MASYARAKAT 

Gambar2.2 

t.'.ASUIIAG UMJ./M I< 
KEfEGAWAIAN 

KA'il J'EMERINTAIIAN I< 

PELA\'.\."IAN 

L'-SI PEMERINI" AfL\N 

r Organisasi Kecamatan Pwwosari 

KAS\ fflAG PENYUSUNAN 
PROGRAM I< KEUANGAN 

KA'il KESEJAIITERAAN 
SOSIAL 

L"51 SOSIAL 

pokok dan fungsi Kecamatan Purwosari Kabupaten 

dipakai landasan penyusunan program dengan 

an dan perkembangan dimasa yang akan datang adalah 



1. Mengkoordinas kan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 

2. 

Umum; 

3. 

undangan; 

4. 

umum; 

5. 

kecamatan; 

6. 

7. 

Kelurahan. 

an upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 

Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-

an Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan 

an penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat 

enggaraan kegiatan pemerintahan Desa dan Kelurahan; 

pelayanan masyarakat yang menjadi rung lingkup 

ang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa dan 

Kecamat Purwosari Kabupaten Pasuruan senantiasa berkomitmen 

memberikan pelayFan prima yang lebih efektif dan efisien secara bersih dan 

bertanggungjawati, dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik 

(good governance yang berorientasi kepada hasil dan manfaatnya bagi 

perbaikan pelay an publik serta kesejahteraan masyarakat. 

Sebagai b • an yang integral dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan, 

Kecamatan Pand,an yang sepenuhnya mendukung Kepala Daerah dalam 

menjalankan peraln stratejiknya di bidang pemerintahan umum. 

Adapun ~erja Pelayanan di Kecamatan Purwosari dapat dilihat dari 

beberapa indikato kinerja: 

• Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 

• Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 

• Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 

• Meningkatnya Sistim Pengawasan Internal dan Pengendalian 

Terkait denga Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pandaan 

Kabupaten P suruan Tahun 2022 dan Target Capaian Kinerja pada 

Tahun-tahun erikutnya dapat diproyeksikan melalui tabel 2.2 berikut: 



2.3 lsu - lsu Penting Penyelenggaraan Tu.gas Dan Fungsi Perangkat 

Daerah 

Sebagai alah satu perangkat daerah yang berada paling bawah 

langsung berhub gan dengan desa/ masyarakat, Kecamatan merupakan 

tangan panjan dari pemerintah Kabupaten. Sehingga segala 

hal/bidang/ seci, r akan melibatkan pihak kecamatan. Namun begitu 

besar dan vitaln a Kecamatan terkadang belum diimbangi dengan adanya 

pendanaan, sar a prasarana dan SOM aparatur yang memadai. Bisa 

dikatakan bah Kecamatan adalah " Kabupaten Kecil " yang perlu 

ditunjang deng , pendanaan, sarana prasarana dan SOM aparatur yang 

memadai. Sel a ini Kecamatan belum diberikan kewenangan untuk 

mengajukan an aran sebagaimana OPO yang lain guna melaksanakan 

tugas dan fungsi atau pelimpahan kewenangan yang diterima dari Bupati. 

Berbagi kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan 

kemasyarakat~ j bahkan pelayanan ad.ministrasi maupun pelayanan 

kependudukan arus dilaksanakan oleh Kecamatan. Meskipun di tingkat 

Kecamatan tel ada Unit Pelaksanaan Teknis Oinas/Badan tapi 

pelaksanaannya tidak dapat berdiri sendiri harus senantiasa koordinasi 

dengan pihak K camatan. Setiap muncul permasalahan dilapangan yang 

mendapat penil an lebih dulu adalah pihak Kecamatan ( Camat ). 

Mengenfi kewenangan, tugas pokok dan fungsi kondisi SOM 

aparatur dan salrana prasarana telah diuraikan pada bah sebelumnya. 

Selain memfas • tasi dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang 

dilaksanakan ol h perangkat daerah lain yang melaksanakan kegiatan 

diwilayah Kee atan Purwosari juga pelayanan administrasi dan 

kependudukan asyarakat. 

Oalam angka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan 

Purwosari bahw ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut : 

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan 

dari Bupati asuruan kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk 

mendayaguntkan segenap potensi yang ada di wilayah. Oengan adanya 

penyerahan ;,~bagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat 

dengan teta , mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan 

perundang-Jdangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan 

strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik 

potensi kel J mbagaan pemerintah, potensi kelembagaan non 

pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam 



2. 

enyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian 

bih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Pasuruan; 

partisipasi masyaraka:t dan kalangan dunia usaha di 

wilayah Ke atan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan 

kalangan du • a usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih 

pada pemb peningkatan infrastruktur wilayah guna 

mendorong ertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan 

adanya k wajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh 

memperha • an Company/ Cooperate Sosial Resposipility (CSR), maka 

s benar-benar m emanfaatkan peluang tersebut untuk 

atan kesejahteraan masyarakat; 

3. Pelayanan • a . Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah 

Kabupaten P suruan yang menyelenggarakan pelayanan public, maka 

harus hen -benar mampu memberikan pelayanan secara prima 

arakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas 

ntunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta 

atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan 

pelayanan p ·ma tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang 

secara atif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. 

Harapannya dengan pelayanan prim.a akan memunculkan kembali 

kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan 

dan pada rya mampu mendorong berkembangnya dinamikan 

aktivitas ma yarakat; 

4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. 

Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka 

aan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan 

masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus 

mencukupi : alam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. 

Oleh sebab i perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber 

daya apara dan penambahan jumlah aparatur; 

Dari uraian dia as dapat ditentukan isu - isu penting penyelenggaraan 

tugas dan fung i Kecamatan Purwosari sebagai berikut : 



2.4 

No. 

1. 

Permasalahan lsu Strategi 

pelayanan publik baik dalam Pelayanan Publik 

an dasar masyarakat maupun 

an perijinan perlu ditingkatkan, 

s dan profesionalisme aparatur 

daerah perlu 

Daya dukung 

pelayanan publik perlu 

Rancangan Awal RKPD 

dang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

asional (SPPN), mengamanatkan bahwa setiap daerah 

harus menyus rencana pembangunan daerah secara sistematis, 

terarah, terpadJ, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan 

jenjang perenc 

(kabupaten/kot 

Panjang (RPJP) 

aan yaitu perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah 

) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka 

aerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah {RPJM) 

Daerah dan Re cana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 

Selanjutn a paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (RKPD) sesuai dengan pasal 7 UU No. 25 Tahun 2004 juga 

mewajibkan se ·ap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) 

OPD, yang di sun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan 

mengacu kepa a RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan 

Rancangan An aran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan 

(KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 

(PPAS). 

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasuruan 

Tahun 2024 y g berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, 

penyusunanny telah memperhatikan seluruh aspirasi pemangku 

kepentingan melalui penyelenggaraan Musrenbang 

tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan 

dapat menam 

an proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak 

g aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah 



hanya sebagai elengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi 

dari usulan g disampaikan masyarakat melalui musyawarah 

teknis peren 

seperti kebany 

bangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam 

patan dan belanja daerah selama ini, memberikan 

kebenaran pernyataan diatas. 

at mendukung kondisi yang dinginkan, kemampuan 

sehingga dapat mendorong 

masyarakat dan mengusulkan dalam bentuk 

yang memang benar-benar dibutuhkan untuk 

yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang 

terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja 

erah (RKPD) yang dilakukan oleh OPD Kecamatan 

Purwosari seba ai upaya keterpaduan antara RKPD dengan Renja OPD 

seperti pada Ta ! el 2.4 berikut : 



2.5 Penelaahan U lan Program dan Kegiatan Masyarakat 

Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) 

2024 yang disusun berdasarkan pagu 

hasil dari proses perencanaan yang telah 

memadukan pr ses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan 

proses buttom p dan top down, yang disebut dengan istilah dari shopping 

list ke working plan. Perencanaan ini disusun dengan memperhatikan 

seluruh pemangku kepentingan pembangunan melalui 

penyelenggara , Musrenbang dimana telah dilakukan penelaahan usulan 

program dan ke • a tan di masyarakat. 

Kecamatan 

encana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) 

osari saat ini masih belum mengakomodir usulan-usulan 

secara umum dikarenakan masih minimnya antusiasme 

t untuk menyalurkan aspirasinya. Keberadaannya 

Kecamatan Purwosari mampu mendorong partisipasi 

masyarakat d am menyalurkan usulan program dan kegiatan di 

masyarakat y g nantinya usulan-usulan tersebut di harapkan dapat 

terakomodir d am anggaran pendapatan dan belanja daerah dan 

gkin dapat memfasilisasi segenap aspirasi stakeholders 

ait dan berkepentingan) di Kecamatan Putwosari dalam 

g pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi 

ruan secara keseluruhan. 



BAB III 

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

3.1 Telahaan Te p Keb(jakan Nasional 

Kebij merupakan suatu keputusan yang diambil untuk 

prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan 

sumber daya y dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu 

paian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan 

efektif yang ses ai sengan misi yang di emban oleh organisasi da1am rangka 

mewujudkan vis yang telah di rumuskan dan dapat memenuhi standard 

penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas public dalam mewujudkan 

sasaran, tujuan erta visi dan misi instansi pemerintah, dalam hal ini Kecamatan 

Kebij 

kebijakan Pem 

Pusat. Kebijak 

Kecamatan Purwosari sedapat mungkin selaras dengan 

tah Kabupaten bahkan dengan kebijakan Pemerintah 

(umum) Camat yang berlaku sebagai pedoman 

pelaksanaan pr gram dan kegiatan Kecamatan Purwosari adalah sebagai 

berikut : 

1. aparatur yang berkualitas dan profesional ; 

2. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai ; 

3. 

4 . Perencana program kegiatan sesuai dengan kondisi yang ada dan 

pelaksanaf ya sesuai dengan ketentuan ; 

5. Mengemban an jaringan informasi dan pelaksanaan pengelolaan aset 

6. Laporan ev uasi pelaksanaan sesuai dengan rencana dan ketentuan 

yangada; 

7. Pemenuhan sarana infrastruktur publik yang berkualitas dan merata 

8. Penguatan elembagaan dan aparatur serta eksistensi pemerintahan 

berkualitas elalui peningkatan Reformasi Birokrasi. 

Dalam hal ini kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan 

Kabupaten Pa ruan yang mengacu pada Kebijakan Nasoinal guna 

tercapainya kel caran dan keterpaduan dalam perwujudan visi, misi, 

• d I akni tu3uan an sas an y : 



3.2 

No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

daya 

masyar 

melaks 

peme 

infras 

Tujuan 

sumber Kepuasan 

anusia melalui masyarakat dalam 

yang prima kepada pelayanan publik 

dari pemerintahan 

kualitas sumber 

usia ini agar tercipta 

dalam 

tata 

yangbaik 

sarana Sarana yang 

publik yang memadai di 

dan merata masyarakat 

dan percepatan Ekonomi merata di 

yang handal, segala bidang 

antar sektoral 

wilayah satu 

kemandirian dan 

pangan, Reformasi birokrasi 

Sasaran 

Masyarakat 

umum 

Masyarakat 

umum 

Masyarakat 

umum 

kualitas gizi, tanpa melanggar Organisasi/L 

ketersediaanya hukum yang ada SM/masyarak 

t jaminan pangan 

p rumah tangga 

upaya dan 

efektifi a penanggulangan 

kemis • n dan 

peng an 

Pengu kelembagaan dan 

serta eksistensi 

an berkualitas 

melalui peningkatan 

Reforma i Birokrasi 

atumum 

Tujuan Dan Iaran Renja Perangkat Daerah 

Tujuan erupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan 

misi yang ak dicapai atau dihasilkan dalam jangka 1 (satu) sampai 5 



(lima) tahun. Dengan diinformasikanya tujuan stratejik ini, maka 

Kecamatan Kabupaten Pasuruan dapat secara tepat 

mengetahui yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan 

misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan 

sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. 

Lebih d • itu, pernmusan tujuan stratejik ini juga memungkinkan 

Kecamatan Pu osari Kabupaten Pasuruan untuk mengukur sejauh 

mana visi d misi yang telah dicapai mengingat tujuan stratejik 

dirumuskan b rdasarkan visi dan misi . Untuk itu, agar dapat diukur 

keberhasilan i dalam mencapai tujuan stratejiknya, setiap tujuan 

stratejik yang • terapkan akan memiliki indikator kinerja (perlormance 

indikator) yan terukur. Tujuan strategis yang dicapai Kecamatan 

Purwosari Kab paten Pasuruan adalah meningkatnya pelayanan publik 

yang prima de gan indikatornya adalah nilai IKM. 

Maka dari i , tujuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan 

Purwosari atal penjabaran rnisi ke-4 dari Bupati Pasuruan, yaitu 

"Meningkatny kualitas tata kelola pemerintahan" sebagaimana 
' 

d ijabarkan pad a tabel 3.2 berikut: 

Tabel 3.2 

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 
Kecamatan Purwosari 

., ,, 

S-A'' s· ARAN'· . t "'' "''' 
'
;;,~\ ,, ,,, • •Ci • 

.!!'1:' TUJUAN '!! •• , · . ., ·,c'hcf,. • 1," S~1;EQI/· ., t , KEBIJAKAN , 

Meningkatny 1 Meningkatnya Meningkatnya Menfasilitasi 

Pelayanan Kualitas Al<:ses Dan Pelayanan 

Publik Yang Pelayanan Publik Kualitas Layanan Dibidang 

Prima Kecamatan Kepada Pemerintahan 

Masyarakat Dan 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

Meningkatnya Meningkatnya Memfasilitasi 

Pemberdayaan Pemberdayaan Pemberdayaan 

Masyarakat Dan Dan Peran Serta Masyarakat 

Pembinaan Masyarakat Dalam 

Pemerintah Dalam Membangun 

Desa/Kelurahan Membangun Desa Desa 

Meningkatnya Meningkatkan Menindaklanjuti 

Ketentraman Ketentraman, Gangguan 

Dan Stabilitas Ketertiban Dan Ketentraman 

Stabiltas 



Masyarakat Masyarakat Di Dan Ketertiban 

Kecamatan Kecamatan Di Masyarakat 

Meningkatnya Meningkatkan 

Kualitas SAKIP Kualitas 

PD Evaluasi 

Akuntabilitas 

Kinerja 

Adapun jhlJuan yang dicapai Kecamatan Purwosan Kabupaten 

Pasuruan adal4h Pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan 

masyarakat se11l1r nya yang merata dengan ciri - ciri sebagai berikut : 

a. 

b. Mandiri 

C. Berdaya 

d. 

e. Tumbuh 

intekral dal 

s dalam mengb.adapi pasar lokal, regional, nasional 

gritas moral, etik, sepiritual baiki ndividu maupun sosial. 

bagian bangsa yang menunjang nilai-nilai 

, kebersamaan dan demokrasi. 

asaran stratejik Kecamatan Purwosari merupakan bagian 

proses perencanaan stratejik Pemerintah Kabupaten 

Pasuruan dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan 

memantau capaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya 

pelaksanaan r ncana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang 

t keseluruhan satuan kerja di lingkungan Pemerintahan 

Kabupaten Pa uruan. Sasaran-sasaran yang di terapkan sepenuhnya 

mendukung pe capaian tujuan stratejik yang terkait. Dengan demikian, 

apabila seluru sasaranya di trapkan telah tercapai, maka di harapkan 

bahwa tujuan tratejik terkait juga telah dapat di capai. 

Sasaran str tejik Kecamatan Purwosari pengelompokkannya mengacu 

pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Pengel laan Keuangan Daerah. Adapun korelasi antara Tujuan, 

Sasaran dan • trategi Kantor Kecamatan Purwosari terdapat pada 

Lampiran-lamp· an. 



3.3 Program clan egiatan 

3.3.1 Program, egiatan Dan Sub Kegiatan Prioritas 2024 

3.3.2 Program, egiatan Dan Sub Kegiatan 2024 

Prl gram merupakan kumpulan kegiatan yang 

mengg arkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk 

KODE 

7 

7.01 

7.01.01 

7.01.01.2 .01 

misi yang diemban oleh suatu organisasi. Adapun 

merupakan suatu tindakan dari penjabaran program 

capai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah 

. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka Program­

serta kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada 

ggaran 2024 adalah sebagai berikut : 

URAIAN 

UNSUR KEWILAYAHAN 

KECAMATAN 

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 
Kinerja Pf!rangkat Daerah 

7.01.01.2.01. 5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah 

7.01.01.2.02 

7 .01.01.2 .02 .pl 

7 .01.01.2 .02 .62 

7.01.01.2.0 

2 

3 

5 

6 

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Togas ASN 

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ 

Verifikasi Keuangan SKPD 

Administrasi Umum Perangkat Daerah 

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

Penyediaan Peralatan Ru.mah Tangga 

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan 

Perundang - Undangan 

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD 



7.01.01.2.07 

7.01.01.2.09 

7.01.01.2.09. 0 

7.01.02 

7.01.02.2.01 

7.01.03 

7.01.03.2.01 

7.01.03.2.01. 

7.01.03.2.02 

7.01.03 .2.02. 1 

7.01.03.2.02 . 

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah 

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 

dan Listrik 

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya 

Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 

PROGRAM PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 

Koordinasi Penyelengga.raan Kegiatan 
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 

Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan 

Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah 

dan Instansi Vertikal Terkait 

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di 

Tingkat Kecamatan 

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

DESA DAN KELURAHAN 

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan 

Masyarakat di Wilayah Kecamatan 

Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 

Purwosari 

Evaluasi Kelurahan 



7.01.04 

7.01.04.2.01 

7.01.05 

7.01.05.01 

7.01.05.01.0 

7.01.06 

7.01.06.01 

7.01.06 .01.0 

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM 

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 

Ketentraman dan Keterboan Umum 

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan 

Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 

Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama 

Dan Tokoh Masyarakat 

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN 

PEMERINTAHAN UMUll 

Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum 

sesuai Penugasan Kepala Daerah 

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan 

Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan 

Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 

1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ilea, seta 

Pemerataan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI 

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN DESA 

Fasilitasi, Rekomendasi, clan Koord Pembinaan 

dan Pengawasan Pemerintah Desa 

Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 

Adapun • plementasi Rencana program / kegiatan Tahun Anggaran 

2023 sebagai~a pada tabel 3.3 (Rumusan Rencana Program dan 

Kegiatan OPD / ecamatan Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023) 

berikut: Meruj pada PP No. 12 / 2019 dan Permendagri 90 / 2019 yang 

mengamancu..._~..._ bahwa setiap OPD wajib melakukan pemetaan program 

enurut kodefikasi nomenklatur sesudah Permendagri 90 

/2019. 



Renja tahun 

tahun 2024 yang di 

Rencana Kerja Tahu 

dalam kerangka 

BABIV 

RJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan 

akan sebagai acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah. 

2023 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan 

ggaran APBD Tahun 2024 dimana pelaksanaannya 

memaksimalkan Su ber Daya yang ada terutama Sumber Daya Anggaran. 

Pelaksanaan kTgiatan OPD Tahun 2024 harus dilakukan secara efektif 

dan efisien'. Untuk fu.l diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar 

satuan kerja, satu kerja dengan Kabupaten maupun satuan kerja dengan 

masyarakat pada u , umnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi 

kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum 

perencanaan, rapat koordinasi maupun penjaringan aspirasi masyarakat, 

sehingga tercapai sin . rgi dalam pelaksanaanya dengan tetap memegang prinsip­

prinsip safe guardin yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta 

Penerapan 

peran serta masyar 

untuk mengawasi p 

pembangunan sehin 

terwujudnya pemban 

safe guarding akan berhasil apabila didukung oleh 

t luas dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang 

tuk regulasi. Masyarakat luas juga dapat berperan serta 

sanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program 

a keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting bagi 

an yang berkesinambungan. 

Untuk menjaga efe1411-tas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi 

harus menjadi ke~atan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses 

pembangunan dan aµaksanakan pada tiap tahapan, agar di peroleh hasil yang 

maksimal, serta seb! gai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap 

berikutnya. I 
Renja Kerja dan Pendanaan Kecamatan Purwosari tahun 2024 berisi 

rencana program/ K lgiatan/ Sub Kegiatan yang terdiri dari, antara lain: 

1. Program Penunj g Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, yang 

terdiri dari Kegiat 

► Perencana , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

dengan ren a Pendanaan sebesar Rp. 10.285.000,-

► Administras~ Keuangan Perangkat Daeran dengan rencana pendanaan 

anggaran sebesar Rp. 3.932.789.190,-

► Administras Umum Perangkat Daerah dengan rencana pendanaan 

anggaran se esar Rp.111.067.604,-



► Pengadaan BfUang Milik Daerah Penunjang Urusan Umum Pemerintah 

Daerah dengb rencana pendanaan anggaran sebesar Rp.53.240.000,-

► asa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 

rencana pen anaan anggaran sebesar Rp.23.171.432,-

► Pemelihara Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 

rencana pendanaan anggaran sebesar Rp 169.400.000,-

2. Program Penyelen araan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, yang terdiri 

dari Kegiatan: 

► Koordinasi enyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat 

rencana pendanaan anggaran sebesar Rp 

3 . Program Pemberd aan Masyarakat Desa dan Kelurahan, yang terdiri dari 

kegiatan: 

► Koordinasi egiatan Pemberdayaan Desa dengan rencana pendanaan 

anggaran se , esar Rp.10.285.000,-

► Kegiatan P mberdayaan Kelurahan dengan rencana pendanaan 

anggaran se esar Rp. 1.090.166.451,-

Ketentraman dan Ketertiban Umum, yang terdiri dari 

kegiatan: 

► Koordinasi aya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 

dengan ren a pendanaan anggaran sebesar Rp. 30.250.000,-

5. Program Penyelenggih-aan Urusan Pemerintahan Umum, yang tercliri dari kegiatan : 

► Penyelengg !aan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan 

Kepala Dae ah dengan rencana pendanaan anggaran sebesar Rp. 

25.045.000, 

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari kegiatan 

► Fasilitasi, ekomendasi dan Koord. Pembinaan dan Pengawasan 

esa dengan rencana pendanaan anggaran sebesar Rp . 

Adapun rumusan re cana rogram dan pendanaan Kecamatan Purwosari tahun 

2024 dapat digamb dalam tabel 4.1 berikut: 



BABV 

PENUTUP 

5.1 Catatan Penti g Yang Perlu Mendapat Perhatian 

5.2 

Rencana rja Kecamatan Punvosari Tahun Anggaran 2024 dibuat 

untuk dijadik landasan dan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas­

tugas Camat se agai Perangkat Daerah, sehingga diharapkan dapat lebih 

meningkatkan produktifitas kerja, meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat, 

Purwosari. 

meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, 

an pembinaan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan 

Pada da arnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang 

akan dilaksan an merupakan suatu upaya Kecamatan Purwosari dalam 

mewujudkan si dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin 

terwujudnya vi • Kabupaten Pasuruan di Kecamatan Pmwosari. 

ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan 

gkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders 

·t dan berkepentingan) di Kecamatan Purwosari. Ruang 

aan pembangunan di Kecamatan Punvosari ini bersifat 

makro dalam r gka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi 

dan misi Kabu aten Pasuruan secara keseluruhan. 

Kaidah-Kai 

Untuk 

Renstra ) dilak 

dilakukan hal 

h Pelaksanaan 

enjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategi 

akan Rencana Kinerja ( Renja) Tahun 2024, maka perlu 

hal sebagai berikut : 

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga 

implementa inya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat 

dipertanggupg jawabkan ; 

2. 

intensif d 

sian / sosialisasi ke semua pihak yang terlibat secara 

berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan 

motivasi se uruh pihak untuk melaksanakan rencana strategi yang 

telah dibua. Sosialisai ini penting untuk mendukung keberhasilan 

implementa i renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung 

jawab terh ap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan 

di dalam re stra yang sudah dibuat; 



3 . program kegiatan indkatif yang telah dirnmuskan oleh 

at dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan 

secara disi , lin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh 

tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah 

tuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. 

itu perlunya komunikasi clan sosialisasi renstra ke semua 

memastikan semua pihak berjalan kearah yang sama 

rencana strategis yang telah dibuat. 

5.3 Rencana Tin La.njut 

1. 

dak lanjut Rencana Kerja Kecamatan Purwosari Tahun 

pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di 

rencana erja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat 

keberhasi an pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat; 

2. Pengevalu sian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran 

dan targ t yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian 

terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan 

terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian 

visi clan • si Kabupaten Pasuruan. 

Dengan keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga 

rencana kerja dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan 

bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama, sehingga dapat 

meningkatkan pe ayanan pada masyarakat dan program - program yang 

dijalankan bisa t pat sasaran, optimal dan bermanfaat bagi masyarakat 

Kecamatan Purwo ari. 

embina Tk. I 
NIP. 19671214 198901 1 002 



BABV 

PENUTUP 

Rencana Kerja Ke amatan Pmwosari (Renja Kecamatan Purwosari) 

Kabupaten Pasuruan Tah n 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan 

Kecamatan Punvosari yang disusun dengan berpedoman pada Renstra Kecamatan 

Purwosari Kabupaten Pasu uan Tahun 2024-2026 serta Rencana Pembangunan 

Daerah (RPD) Kabupat n Pasuruan Tahun 2024-2026 serta dengan 

mempertimbangkan isu-is yang berkembang. Penyusunan dokumen ini sesuai 

dengan amanat Undang ~ndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangun Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Dae ah. 

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Punvosari ini didalamnya 

dirumuskan program, kegi . tan, subkegiatan, indicator kinerja dan pagu indikatif 

Kecamatan Purwosari ber asarkan program, kegiatan subkegiatan dan pagu 

indikatif yang ditetapk dalam Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD 

2024. Didasarkan pada analisa gambaran pelayanan 

kinerja Perangkat Daerah; an hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, 

termasuk analisa terkai kebutuhan dan ketersediaan anggaran melalui 

mekanisme penentuan pri ritas daerah, dan prioritas perangkat daerah. 

Selanjutnya setelah Dokumen RENJA Kecamatan Purwosari ditetapkan, 

menjadi pedoman Kecamat Purwosari dalam menyusun RKA (Rincian Kerja dan 

Anggaran) Kecamatan Pu 

a . Kepala Perangkat D erah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan Perangkat Daerah. Dalam hal evaluasi dari hasil 

supervisi ditemuka.."1 adanya pemantauan 

ketidaksesuaian / pe 

langkah-langkah pe 

impangan, Kepala Perangkat Daerah mengambil 

empurnaan agar penyusunan RKA Perangkat Daerah 

Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah 

hasii pemantauan dan supervisi kepada bupati 

melalui kepala BAPP , DA (Pasal 291 dan Pasal 292 Peratu.ran Menteri Dalam 

Negeri Nomor 86 Ta 



b. Hasil pemantauan an supervisi, digunakan untuk mengevaluasi dan

memastikan bahwa rogram-kegiatan-subkegiatan, lokasi, dana indikatif

dan indikator kinerja serla kelompok sasarannya disusun dalam RKA sesuai

dengan RENJA Keca atan Purwosari.

TELAH DITELITI 

Pejabat 

Sekretaris Daerah 

Asisten PKR 

Kepala Bappelitbangda 

Ca.mat Purwosari 

KabagHukum 

BUPATI PASURUAN,

        ttd.

M. IRSY AD YUSUF

Sekretaris Ca.mat Purwosari 

Kabid Bappelitbangda 




